


Pemikiran Ilmuwan Sosial Politik terhadap Masa Depan
Indonesia”. Untuk mengintensifkan diskusi para pemikir sosial,
budaya, dan politik, maka tema besar tersebut dikelompokkan
menjadi 6 (enam) sub tema yang mewakili enam program studi
yang ada di Fisip Unsoed, yaitu (1): Globalisasi dan Urgensi
Penguatan Kearifan Lokal, (2) Transformasi Public Governance
untuk Peningkatan Mutu Pelayanan Publik, (3) Dinamika Politik
Lokal dan Prospek Konsolidasi Demokrasi di Daerah, (4)
Transformasi Komunikasi Untuk Pengembangan Demokrasi, (5)
“Transformasi Politik Luar Negari dalam Era Globalisasi dan
Demokrasi, dan (6) Bahasa sebagai Media Transformasi dalam
Pengembangan Ipteks”. Harapannya, berbagai pemikiran para
[lmuwan sosial politik dapat memberikan kontribusi penting
terhadap persoaalan-persoalan nasional maupun lokal.

Semoga buku prosiding yang mengomplikasi artikel-
artikel pemikiran para ilmuwan sosial budaya dan politik ini turut
memberikan kontribusi penyelesaian masalah kebijakan maupun
praktis terhadap upaya mewujudkan kehidupan berbangsa dan
bernegara sesuai ideologi dan cita cita bangsa.
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NINGKATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH
IFLALUI KEGIATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Bambang Tri Harsanto,
1 Jurusan lmu Administrasi Negara Fisip Unsoed

Abstrak

otonomi daerah dalam tataran filosofis dimaksudkan
jkatkan kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, konsep
Inasl dan otonomi daerah diartikulasikan oleh daerah hanya
pacla usaha menata dan mempercepat pembangunan di
ing-masing. Akibatnya pelaksanaan oronomi daerah
mimbulkan ekses negatif berupa munculnya rasa sentimen
;_kmﬂik antar daerah, dan terjadinya eksternalitas pada
laln, Agar kesejahteraan masyarakat dapat dicapai,
h daerah dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih
lap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan
daerah dalam penyelenggaraan pembangunan.
ntar daerah dalam penyediaan pelayanaa publik menjadi
.' dilakukan karena penyediaan pelayanan publik akan
}lkl dilakukan oleh sekumpulan daerah secara bersam-
! ltu pelayanan publik di tingkat lokal dapat disediakan
\ efektif jika dilakukan dengan basis regional. Melalui
daerah pelayanan publik kepada masyarakat
pelayanan kebutuhan dasar seperti pendidikan,
pembangunan infrastruktur lainnya akan dapat lebih
. Secara empiris peluang kerjasama antar daerah
mnlngkatkan penyelenggaraan pelayanan publik ini
yak dilakukan oleh banyak pemerintah daerah baik di
un dibanyak negara. Adapun bentuk kerjasama yang

pat berupa (1) intergovernmental service contract; (2) joint
e i, dan (3) intergovernmental service transfer

B

f‘lrjuama antar daerah, otonomi daerah, pelayanan




Bambang Tri Harsanto
; Bambang Tri Harsanto

:l'\El enpengelolaannya harus dilakukan dengan cara
R Lkgal:; da;rah lain. Melalui kerjasama antar daerah
pada masyarakat terutama untuk
: By elayan
mdalsar seperti pendidikan, kesehatan dan pemllzan yun:Ir:
r lainnya akan dapat lebih mudah dilakukan. °

A. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22
tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32
tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa
implikasi yang luas berupa perubahan sistem pemerintahan
daerah di Indonesia. Sebelum diberlakukannya undang-undang
tersebut sistem pemerintahan di Indonesia bersifat sentralistik,
dimana setiap keputusan yang menyangkut kepentingan daerah rbai :
lebih banyak ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan Wi l;,:tan l;a:ml;e ;z;“:zaﬁrbl:lk kﬁl'jasama antar daerah
diberlakukannya undang-undang tersebut, sistem pemerintahan Pasal 195 menegaskan e‘;a::ban bagi pemerintah
berubah menjadi desentralistik yang memberikan ruang bagi | tkan Riahteraan m;s ahwa dalam rangka
pelaksanaan otonomi daerah yang lebih bersifat demokratis. ) kerjasama dengan daerahylaltakat’ C!aerah dapat
Sayangnya, ~konsep desentralisasi ~dan otonomi  daerah - efisiensi dan efekﬁvitas aull yang dldasarkan pada
diartikulasikan oleh daerah hanya terfokus pada usaha menata § menguntungkan. Dalam melpi ayanan publik, sinergi
ilayah masing-masing pat juga melakukan kerjasa;auzael; ;:;a);zgzz iv.:;lik
ga

dan mempercepat pembangunan di wi

(Tarigan, 2012). Pemahaman semacam ini memunculkan dampak ), Selanjutnya melalui Surat Edaran Menteri Dal
J1" /6 enteri Dalam Negeri
_* J/ Tahun 2005 menegaskan bahwa kerjasama afltar

negatif berupa munculnya €go kedaerahan dalam bentuk
timbulnya rasa sentimen primordial, konflik antar daerah, konflik berdekatan si
¥ sifatn ii .
antar penduduk, ekspoitasi sumberdaya alam yang berlebihan hendekatkan pelayanan )12 “;allb dilaksanakan dalam
oleh suatu daerah tanpa mempedulikan kemungkinan terjadiny@ yang berada di dae P; a masyarakat, khususnya
eksternalitas pada daerah lain. Mereka tidak menyadari bahwa dasar, pelayanan ke;:hatyang berbatasan seperti
l : : an, penanganan sampah
yuluhan pertanian, pengairan, penanganan Daelz'ah

maju mundurnya catu daerah juga bergantung pada daerah-
i d igan, 2012).
daerah lain, khususnya daerah yang ber ekatan (Tarigan, ) g B it ruing da lain-Jath,

;Undmg?)mdang Nomor 32 Tahun 2004 tentan
aerah mengamanatkan bahwa dalam rangki

, m:ll’en;:mai:atang, kerjasama antar pemerintah daerah
plio ghl suatu kebutuhan penting yang tidak

ol arus .ada Wpaya . yang sistematis dan
e p dari pihak pemerintah untuk
d ?:nc;grong dan menginstitusionalisasikan
. erah agar pemerintah daerah terbiasa

Dampak Jain pemberian otonomi kepada pemerintah

daerah berupa mengecilnya potensi sumberdaya ekonomi daerah

sebagi modal dasar pembangunan untuk mensejahterakan

masyarakat. Hal ini disebabkan karena dengan adanya otonomi
daerah, potensi sumberdaya alam dan manusia di daerah telahy
terbagi-bagi ke dalam wilayah adminstratif suatu daerah,
Akibatnya skala ekonomi daerah menjadi kecil. Kecilnya skala ava dan i
ekonomi daerah menyebabkan pengelolaan sumberdaya ekonomi nl - ingin d:f;td?;gngink‘;ﬂ mant'a.atnya (Keban, 2010).
yang dilakukan menjadi tidak efisien dan hal ini berdampak pada ~ antar  daerah  dalam pentingnya pe?aksanaan
jan kesejahteraan masyarakat. Salaly jgaraan  pelayanan  publik l;l:i{dr:sanmett; f?'kat(l;an

. Il ari

terhambatnya upaya pencapa
satu cara agar pengelolaan sumberdaya tersebut memenuhi aspek ggaraan .
' kerjasama antar daerah, praktek

—
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penyelenggaraan kerjasama antar daerah pada bidang pelayanan
publik serta beberapa model kerjasama yang dapat dilakukan
dalam upaya meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

B.Telaah Literatur

Setidaknya ada dua teori utama yang dapat digunakan
sebagai landasan konseptual bagi pentingnya kegiatan kerjasama
antar daerah, yaitu teori pembangunan interaksi antar wilayah
dan teori model kemitraan antar pemerintah daerah. Hukum
Geografi “Tobler” yang pertama menyebutkan bahwa “setiap hal
memiliki keterkaitan dengan hal lainnya, namun yang lebih
berdekatan memiliki keterkaitan lebih dari lainnya” (Rustiadi,
Saefulhakim dan Panuju, 2007). Hukum Tobler ini menjadi dasar
bagi berkembangnya teori pembangunan wilayah. Untuk
memenuhi kebutuhan hidup, penduduk dalam wilayah tersebut
sering harus memenuhinya dari wilayah lain. Oleh karenanya
penduduk harus melakukan perjalanan ke wilayah lain sehingga
membentuk struktur hubungan antar wilayah. Hubungan antar
wilayah dapat disebut sebagai keterkaitan (linkages) antar wilayah
(Rondinelli, 1985, Bendavid-Val 1991). Hubungan antar wilayah
tersebut dapat juga diartikan sebagai interaksi. Secara harfiah,
interaksi dapat diartikan sebagai hal yang saling mempengaruhi.

Menurut Anwar (2005) strategi pembangunan wilayah juga

harus didasarkan atas prinsip keterkaitan antar wilayah yany
dapat diwujudkan dengan mengembangkan keterkaitan fisik

antar wilayah dengan membangun infrastruktur fisik wilayah
nikasi) yany

(jaringan transportasi jalan, pelabuhan, jaringan komu

disertai kebijakan-kebijakan yang menciptakan struktur insentif
yang mendorong keterkaitan yang sinergis antar wilayaly
Keterkaitan antar wilayah tidak dapat terjalin jika tidak didukuny
sarana penghubung antar kedua wilayaly

prasarana dan
Dukungan tersebut dapat merupakan prasarana dan saran

transportasi maupun dalam bentuk yang lainnya. Keterkalty
antar wilayah dapat menguntungkan, merugikan maupun salin
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- _hung salah satu maupun kedua wilayah yang saling
asl  tersebut. Douglas (1988) dan Pradhan (2003)
ukakan bahwa apabila keterkaiatan antar wilayah saling
ung atau saing memperkuat (mutually reinforcing) maka
v llayah tersebut akan mendapat keuntungan atau manfaat
anya hubungan tersebut. Tetapi bila keterkaitan antar
i lI’:lh berbentuk ekspoitatif maka yang akan terjadi adalah
.' n:z:li'lnosemakm kaya sedangkan wilayah lainya akan

Pembangunan wilayah memiliki tujuan utama untuk
o ¢l ketidakseimbangan. Tujuan pembangunan wilayah
I‘ung dua sisi yang saling berkaitan. Dari sisi sosial
2 pembangunan wilayah adalah upaya memberikan
iaan dan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain secara
. pembangunan wilayah bertujuan untuk menjaga
pan lingkungan sebagai akibat dari campur tangan
: terhadap lingkungan. Dengan kata lain, untuk
_i an taraf hidup masyarakat interaksi antar wilayah
suatu hal yang tidak bisa dihindari. Namun agar
- anlar wilayah tidak menjadi bersifat eskploitatif,
A antar daerah menjadi mutlak dibutuhkan agar interaksi
layah menjadi saling memperkuat sehingga kedua
ok mendapat keuntungan atau manfaat dengan adanya
\ lersebut,

,’ hkﬂdua .yang dapat digunakan sebagai landasan
3. gl pentingnya kerjasama anatar daerah adalah teori

Ik sikan dua model hubungan antar pemerintahan
maling bertentangan, yaitu model persaingan antar
\n! lokal (interjurisdictional competition) dan model
W (regionalism). Model persaingan mengasumsikan
.' it pemerintahan lokal bersaing untuk memberikan
/N prima kepada penduduk dan pengusahanya.
el persaingan, beberapa kota menghasilkan layanan
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publik dengan biaya yang murah, sedangkan lainnya tidak.
Penduduk dan pengusaha yang tinggal di kota dengan pelayanan
yang prima tidak terdorong untuk keluar dari kota tersebut.
Sebaliknya, mereka yang tinggal di kota-kota yang tidak dapat
memuaskan pelayanan publik cenderung untuk bermigrasi ke
kota-kota lain. Karena persaingan antar pemerintah kota untuk
menghasilkan outcormes yang paling efisien, maka penduduk dan
pengusaha akan memilih tinggal di kota-kota yang pelayanan
publik dan tarif pajaknya paling cocok dengan preferensi mereka.
Bahkan dapat dimungkinkan pula terjadinya pembentukan kota-
kota baru akibat buruknya pelayanan.

Berbeda dengan model kompetisi, model regionalisme
menyatakan bahwa kerjasama antar pemerintahan lokal dapat
tercipta jika mereka mengakui rasa saling tergan_tun'g
(interdependency) dan bertindak dalam koridor yang terkoordinasi.
Para teoritisi administrasi publik tradisional menyatakan bahwa
beberapa pemerintahan kota yang bekerjasama menghasilkan
skala ekonomi yang menguntungkan, perlakuan warga negara
yang lebih adil, dan peluang-peluang yang lebih besar untuk
mengatasi beberapa persoalan penting (Lyons, Lowery, dan
DeHoog, 1992).

Model regionalisme mengasumsikan bahwa setiap
pemerintahan lokal memiliki keterbatasan sumberdaya, baik
sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan
maupun sumberdaya sosial. Oleh karena itu, agar pfemerintah
lokal dapat berkembang maka antar pemerintah lokal d1ha-rapkan
dapat saling bekerjasama. Menurut Rustiadi, Saefulhakm'\ dan
Panuju, (2007) dikatakan bahwa perkembangan suatu wilayah
lebih dipengaruhi oleh wilayah di sebelahnya atau wilayah yang
lebih dekat dibandingkan dengan wilayah lainnya yang lebih
berjauhan akibat adanya interaksi  sosial-ekonomi antar
penduduknya. Sejalan dengan konsep tersebut, ~model
regionalisme ~mensyaratkan, meskipun dua atau lebih
pemerintahan lokal secara geografis saling berdekatan, namun
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#lap terjalin hubungan komunikasi yang baik dan saling
I ngkan maka diantara mereka hendahnya saling
;#, \ hubungan kerjasama.

hanan

Foplatan kerjasama antar daerah sebagai salah satu solusi
hothasilan pelaksanaan otonomi daerah dapat terbentuk
lan dengan baik diperlukan suatu prasarat tertentu,
pitama, kerjasama antar daerah harus dilandasi adanya
ibutuhan bersama diantara para anggota. Dianggap
hebutuhan bersama apabila masing-masing pemerintah
| mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan
Ihadapainya seperti pengentasan kemiskinan, efisiensi
..' publik,- konflik antar penduduk, dan lain-lainnya, kalau
Widak bekerjasama. Kedua, adanya komitmen bersama
Iy masing pemerintah daerah dalam menangani isu-isu
lahy disepakati, dan lebih mendahulukan kepentingan
Alibanding kepentingan masing-masing daerah. Ketiga,
tlwlp saling menguntungkan bagi semua fihak yang
Prinsip saling meguntungkan menggambarkan
i bekerjasama setiap anggota harus dapat menarik
adanya kerjasama tersebut.

i beberapa isu pembangunan yang dapat diselesaikan
melalui kegiatan kerjasama antar daerah antara lain; (1)
dalam penyediaan pelayanan publik; (2) kerjasama
ahgan  ekonomi; dan (3) kerjasama pengelolaan
Wi (Pratikno, Sukmajati dan Mas'udi, 2007). Selain hal di
iiyn masih terbuka cakupan isu yang lebih luas dalam
araan kerjasama antar daerah tersebut. Dari ketiga
" i dapat dikerjasamakan tersebut, kerjasama dalam
! . pelayanan publik memberi dampak langsung dan
il bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga
lpercepat upaya peningkatan kesejahteraan mereka.

| dan Rudava di Indonecia + 83
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Kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelf:lyanaa
publik menjadi penting karena penyediaan pelayanan publik akan
lebih efisien jika dilakukan oleh sekumpulan daerah secara
bersam-sama. Selain itu pelayanan publik di tingkat lokal dape-lt
disediakan secara lebih efektif jika dilakukan dengan baS-lS
regional. Berbagai jenis kegiatan penyediaar't pelayanan p;bhk
yang dapat dilakukan antara laix.l; (1) ?(er]asafna penye1 iaan
pelayanan umum seperti penyediaan air bersih, pengelolaan
sampah, pendidikan dan kesehatan, serta pe':mbartg.unafl sarana
infrastruktur secara bersama seperti jaringan !alan, irigasi, bandar
udara maupun pelabuhan laut. (2) I(far}a.sama flalam hal
pembinaan SDM. Dengan adanya desentrahs?sn, pembinaan SDM
tidak lagi sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah puszi\t. Namt.m,
di sisi lain menjadi mahal untuk dilakukan oleh masing-masing
daerah. Salah satu alternatifnya dengan melakukan. kerjasama
dalam pembinaan SDM melalui penyelen.gga_raa-n dlk.lat sec;ra
bersama. (3) Kerjasama dalam pemanfaatan inovasi manjemen D;::
teknologi. Dalam kenyataannya, beberapa daerah l’-l'len‘llllkl S.d -
yang berkemampuan baik, namun ada daerah‘ lain yang ti la
didukung oleh SDM yang berkualitas mencukupi. Oleh karena ll(tu,
saling berbagi pengalaman dan inovasi antax: daerah merupa a:
cara yang dapat digunakan untuk saling belajar antar pemerinta '
daerah. (4) Kerjasama dalam bidang pelayanan daruljat se]l)eirt
penanganan banjir, kebakaran, tanah longsor, pengungsi dan lain-
lain yang dapat timbul di suatu daerah namun penanganan:yai
harus bersifat lintas batas sehingga memb-utuhka bantuan dar
daerah lain (Pratikno, Sukmajati dan Mas"udi, 2007).

Menyadari pentingnya dilakukannya kerjasama antar
daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik banyak daerah

telah mencoba melakukannya. Beberapa kasus kerjasama antar
daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya

telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah
Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Bantul” melalul
lembaga kerjasama antar daerah ”WTMW dalnm‘
pengelolaan sarana dan prasarana di wilayah perkotaan sepert

Pl cn sl Caslal dam Biidaus ol Indanasia il
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AN sampah, penyediaan air bersih, transportasi jalan raya
Alase, Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Pemerintah
Banyumas  telah bekerjasama  melakukan
diinan  “Jembatan  Linggamas” sebagai  sarana
Wkl moda transportasi penghubung antar kabupaten
Memudahan akses perekonomian masyarakat antar

rangka meningkatkan perekonomian wilayah, lima
di bagian barat daya Provinsi Jawa Tengah yaitu
Wi Wonosobo, Banjarnegara, Purbalinga, Banyumas dan

telah kerjasama dalam upaya pengembangan bandar
llnaba yang berada di wilayah Kabupaten Purbalingga
lapangan terbang komersial. Dengan melakukan
gembangan sarana infrastruktur bidang transportasi
apkan dapat membuka akses transportasi bagi para
| Kawasan ini yang selama ini tertutup sehingga akan
Widampak  pada pertumbuhan  ekonomi wilayah.
A Antar daerah di bidang pelayanan publik dasar juga
Jadi cakupan kerjasama antar pemerintah kabupaten.
fontoh,  Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan
h Kabupaten Banyumas telah bekerjasama dalam
penyelenggaraan pelayanan publik di bidang
hatan bagi masyarakat di kedua kabupaten yang
Abrah perbatasan antar kedua wilayah.

satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam

kerjasama antar daerah di Indonesia, peran
Provinsi sangat kurang dalam melakukan pembinaan
1 terhadap lembaga kerjasama antar daerah.
\ Pormendagri No. 23 Tahun 2009 Tentang Tata' Cara
K Pengawasan Kerjasama Antar Daerah, pasal 3
il jubernur melakukan pembinaan dan pengawasan
A antar daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
i prakteknya peran tersebut tidak pernah dijalankan.
U

dan Budaya di Indonesia : 85



Bambang Tri Harsanto

- melakukan penataan wilayah perkotaan di ketiga daerah dalam

" dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu; (1) intergovernmentil

Bambang Tri Harsanto

| lnggung jawab dari satu daerah ke daerah lain seperti

i pekerjaan umum, prasarana dan sarana, kesehatan dan
Wlraan masyarakat serta keuangan publik. Di Indonesia

J badan ini sebenarnya bisa dijalankan oleh Pemerintal;

Masing-masing daerah dalam bekerjasama berjalan dan berkreasi
sendiri tanpa arahan dari pemerintah provinsi.

Fenomena kerjasama antar daerah dalam meningkatkan
penyelenggaraan pelayanan publik juga dilakukan di banyak
negara. Sebagai contoh Sound Transit di Washington. Sound Transil
adalah lembaga kerjasama antar daerah yang dibentuk oleh King i
County, Snohomish County, dan Pierce County. Ketiga County ini " lan
terletak pada wilayah perkotaan Seaitle. Kerjasama yang dikelola
meliputi bidang perkeretaapian dan bus, pusat pemberhentian,
parkir dan jalur-jalur khusus. Tujuan dari kerjasama ini adalah

anaan otonomi daerah menimbulkan implikasi
. ilnya potensi sumberdaya pembangunan di daerah
d Masing-masing daerah menjadi kesulitan untuk bisa
kan pelayanan publik terbaik bagi masyarakatnya. Salah
yang dapat dilakukan dengan bekerjasama antar
M daerah. Dengan bekerjasama penyelenggaraan
Il publik -dapat lebih ditingkatkan karena penyediaan
publik akan lebih efisien jika dilakukan oleh
lan daerah secara bersam-sama. Selain itu pelayanan
Mingkat lokal dapat disediakan secara lebih efektif jika
ngan basis regional. Namun kerjasama antar daerah
‘apat berjalan dengan lebih efektif apabila peran
" daerah provinsi lebih dioptimalkan dalam melakukan
I monitoring dari kegiatan tersebut.

bidag transportasi darat agar tidak terjadi kemacetan ( Mas'udl,
Hanif dan Bayo, 2007). '

Berbagai contoh di atas menunjukkan bahwa adanya
keterbatasan sumberdaya pembangunan (baik manusia maupui
keuangan) yang dimiliki daerah dapat dioptimalkan untuk
memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya melalul
kerjasama antar pemerintah daerah. Sedangkan berbagal
kerjasama antar daerah yang dilakukan dalam upaya
meningkatkan  penyelenggaraan pelayanan  publik dapat

service contract; (2) joint service agreement, dan (3) intergovernmentil
service transfer (Henry, 1995 dalam Keban 2010). Jenis kerjasama
yang pertama dilakukan bila suatu daerah “menjual” satu bentuk
pelayanan publik pada daerah lain seperti misalnya pelayanan alf
minum, pembuangan sampah, dan sebaginya.” Jenis kerjasama yanj
kedua pada dasarnya mensyaratkan keterlibatan dari masing
masing daerah dalam penyediaan atau pengelolaan pelayanai
publik. Masing-masing pemerintah daerah menjalankan fungsl
perencanaan, anggaran dan pemberian pelayanan tertenty
kepada masyarakat daerah yang terlibat, misalnya dalam
pengaturan perpustakaan wilayah, pengelolaan air berslliy
pemadam kebakaran, pembuangan sampah dan lain-laln
Sedangkan jenis kerjasama ketiga merupakan transfer permansiy
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IMINASI URUSAN PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH
9 DALAM ERA GOOD GOVERNANCE
Budiman Widodo Winarti,
1 Program Pascasarjana Unisri, STIA ASMI Solo
: I' Abstrak
L | penyelenggaraan urusan pelayanan publik pada
| n sulit terwujud. Hal ini dikarenakan, Pertama
Negara sebagai pelaksana (representasi dari Negara),
ner patkan sebagai pelayan (provider) melainkan lebih
sebagai yang dilayani. Kedua luasnya cakupan
iblik yang harus dilakukan oleh Negara, sehingga
kewalahan untuk mengkover. Ketiga banyaknya
- yang membutuhkan pelayanan publik, sehingga
n pelayanan publik menjadi tidak lancar, kondisi
_ peluang terjadi kompetisi tidak sehat. Peluang
nylmpangan adalah terjadinya diskriminasi, dimana
mempunyai kemampuan (finansial) lebih akan
kesempatan pelayanan yang lebih cepat. Hal ini
pelayanan publik yang memberikan kontribusi
W, karena adanya biaya administrasi yang dibebankan

layanan Publik, Pengguna, Diskriminasi

an daripada good governance menciptakan terjadinya
i\ proporsional antara peran Negara, masyarakat sipil
} pasar. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh
-_Nqarn dalam memberikan pelayanan kepada
dimana peran Negara (govermment), sebelumnya
. Untuk itu diperlukan dukungan luas dari
(partisipasi masyarakat dan swasta) untuk
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